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Abstrak 

 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Indonesia. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pengujian hipotesis dengan pendekatan cross section. Penelitian dilakukan 

pada pemerintah daerah Indonesia. Waktu penelitian yakni tahun anggaran 2023. Dengan 

221 pemerintah daerah di wilayah timur yang menjadi populasi penelitian. Mekanisme 

penentuan sampel dilakukan  dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni 

pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sehingga diperoleh 

obyek penelitian sebanyak 98 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Kinerja keuangan pemerintahan daerah 

di Indonesia tidak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran suatu pemerintah 

daerah dengan nilai Sig. Sebesar 0,056 >0,05 dan nilai thitung 1,933 > ttabel 1,667 

sehingga H1 ditolak, 2) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan atas hasil audit terhadap 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan nilai Sig. Sebesar 0,002 < 0,05 

dan nilai thitung 3,149 > ttabel 1,667 sehingga H2 diterima, 3) Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan pada hasil tindak lanjut atas temuan audit mengenai kinerja keuangan 

pemerintah provinsi di Indonesia dengan nilai Sig. sebesar. 0,004 < 0,005 dan nilai 

thitung 2,081 > 1,668 sehingga H3 diterima. 

Kata Kunci : Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Pemeriksaan, Tindak Lanjut atas 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 

Abstract 

The aim of this study is to identify and test the variables that may influence the financial 

performance of local governments in Indonesia. This research employs hypothesis testing 

with a cross-sectional approach. The study was conducted on local governments in 

Indonesia during the 2023 fiscal year, with 221 local governments in the eastern region 

as the research population. The sample selection was carried out using purposive 

sampling, a technique that selects samples based on criteria determined by the 

researchers, resulting in a total of 98 provincial, regency, and city governments as 

research subjects. 

The study results indicate that: 1)The financial performance of local governments in 

Indonesia is not positively and significantly influenced by the size of a local government, 

with a significance value of 0.056 > 0.05 and a t-value of 1.933 > t-table 1.667, thus 

rejecting H1, 2) There is a negative and significant influence of audit results on the 

financial performance of local governments in Indonesia, with a significance value of 

0.002 < 0.05 and a t-value of 3.149 > t-table 1.667, thus accepting H2, 3) There is a 

positive and significant influence of follow-up actions on audit findings concerning the 

financial performance of provincial governments in Indonesia, with a significance value 

of 0.004 < 0.005 and a t-value of 2.081 > t-table 1.668, thus accepting H3. 

Keyword: Local Government Size, Audit Findings, Audit Recommendations Follow-up, 

Financial Performance of Local Governments 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah satu dari sekian pemerintah yang menganut sistem otonomi 

daerah, di mana negara memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah 

(pemda) untuk mengurus keuangan rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

kemampuan daerahnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang kepada para 

kepala daerah untuk mewujudkan otonomi daerah. Otonomi daerah mengandung 

makna bahwa kewenangan yang paling besar untuk melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah diberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. 

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban merupakan satu kesatuan dalam bagian siklus dalam mengelola 

keuangan daerah. Pada konteks ini, tata kelola keuangan yang efektif melibatkan 

pendekatan bertahap untuk memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) bagi kepentingan negara dan daerah. Pengelolaan Keuangan 

daerah  sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 3 

meliputi asas umum dan susunan APBD, wewenang tata kelola keuangan daerah, 

perumusan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan dan 

pergeseran APBD, pengawasan serta pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, dan 

lain-lain. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah 

daerah perlu untuk menerapkan tata kelola yang baik yang nantinya akan 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sularso dan Restianto (2011) 

memaparkan bahwa kemajuan yang diperoleh dari suatu daerah adalah hasil dari 

keberhasilan daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Menurut Rondonuwu 

dkk. (2015), APBD adalah proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang 

meliputi pendanaan pembangunan, memaksimalkan pendapatan daerah, dan 

memajukan pelayanan sosial bagi warganya. Sedangkan kemampuan daerah dalam 

mengelola sumber daya keuangannya sendiri untuk mendukung pelayanan publik, 

tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah dikenal dengan kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Indikator keberhasilan keuangan daerah yang kuat adalah 

pengembangan potensi daerah secara efektif, ketergantungan yang lebih rendah pada 



negara , dan penyaluran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih banyak dalam 

rangka mendanai pelaksanaan kegiatan daerah. 

Informasi yang ada pada laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk 

mengukur kinerja keuangan pemda. Publik (pemegang saham) menggunakan laporan 

keuangan sebagai sumber informasi untuk menilai kondisi keuangan pemerintah 

daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat dan 

pemerintah. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan. 

Berdasarkan teori keagenan menyatakan bahwa masyarakat, yang bertindak sebagai 

pemegang saham, memiliki kontrak dengan pemerintah yang menggunakan 

pemerintah sebagai agen untuk menyediakan layanan yang melayani kepentingan 

pemangku kepentingan (Mattoasi, 2021, p. 102). Dengan demikian, masyarakat 

dapat mengetahui kinerja keuangan dengan melihat bagaimana Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) digunakan untuk belanja selama kurun waktu satu tahun.  

Implikasi dari hal tersebut maka diperlukan pihak independen untuk 

memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan 

memiliki kepastian yang cukup karena prinsipal dan agen memiliki konflik 

kepentingan. Oleh karena itu Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai badan yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menjaga tata kelola keuangan negara 

termasuk daerah. Sebagaimana yang tercantum tujuan  BPK yakni berdasarkan 

renstra 2020-2024 yakni meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas 

dan bermanfaat. BPK memilki peranan besar untuk menjaga agar penggunaan 

anggaran di daerah tersebut efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Bentuk 

kontribusi yang dilakukan oleh BPK dalam menjaga tata kelola keuangan daerah 

yakni dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi melalui temuan dalam 

pemeriksaan serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Rekomendasi 

pemeriksaan BPK yang berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 

2017) seharusnya dapat membantu mengatasi kekurangan hasil pemeriksaan. Atas 

kelemahan yang diperbaiki sehingga secara langsung juga dapat membantu 

pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut sebagaimana 

sejalan dengan manfaat pemeriksaan yakni peningkatan akuntabilitas, transparansi, 

keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan tanggung jawab keuangan 

negara dalam bentuk rekomendasi dan tindak lanjut yang efektif.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan yang dapat 

ditarik dari hasil temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil saran tindak lanjut yang 

berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Peneliti juga ingin mengetahui 



bagaimana ukuran pemerintahan daerah mempengaruhi kinerja keuangannya. yang 

ditunjukkan dengan total asetnya. Menurut Sari (2019), semakin besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasional dan roda 

pemerintahannya, maka akan semakin mudah pula pemerintah daerah tersebut 

menjalankan kegiatan operasional dan roda pemerintahannya. Sebaliknya, apabila 

pemerintah daerahnya kecil, maka akan semakin sulit pula pemerintah daerah dalam 

menjalankan kegiatan operasional dan roda pemerintahannya. Pemerintah daerah 

membutuhkan sumber daya yang cukup agar dapat memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diataa, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kinerja keuangan pemda dipengaruhi oleh besar kecilnya satu 

pemerintah daerah? 

2. Apakah kinerja keuangan pemda dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah 

temuan pada saat melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan? 

3. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah mendapat manfaat dari 

Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLRHP)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka laporan ini 

bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan pengujian variabel Ukuran Pemerintah Daerah terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

2. Menjelaskan penngujian variabel Jumlah Temuan Pemeriksaan terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

3. Menjelaskan pengujian variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan (TLRHP) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka laporan ini 

bermanfaat bagi: 

1. Program penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 



Bagi Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Tarumanegara  

a. Sebagai media mahasiswa menerarpkan ilmu yang sudah dipelajari dan 

dipahami di bangku perkuliahan terutama yang ingin mendalami sektor 

publik atau pemerintahan 

b. Dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

2. Bagi sektor Pemerintahan 

a. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kinerja keuangannya 

b. Dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan 

pengelolaan keuangan daerah. 
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